PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LIN GKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

. a.

1,

KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tebing
Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017-2022;

bahwa berdasarkan evaluasi dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuaj surat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas;i
Birokrasi Nomor B/58/AA.05/2018 tanggal 16 Januari 2018
tentang Laporan Reviu dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  Tahun 2017 serta surat Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/40/AA.02/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal
Pendampingan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan

- Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Undang—Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang

Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
. ND:emh7g.er¥baran NegI:ra bl::publik Indonesia Tahun 2017
mor 73, Tam mbaran N i i
Nomor G041, bahan cgara Republik Indonesia
Peraturan Menterj Negara Penda:
yagunaan Aparatur Ne ara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Un%um

Penetapan Kinerig Utama i ; .
Pemerintah; 1) di Lingkungan Instansj

Peraturan Menteri Negara Penda
yagunaan Aparatur N
Nomor PER/20/ M.P{\N /11/2008 tentang Pedgg;a:z



Menetapkan :

11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 4);

12, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Organisasi -dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;

13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Tebing. Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
‘tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 ;

16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi;

17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun
2017-2022 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor
58) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai kewajiban
melaksanakan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas
Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan
penerapan manajemen kinerja pada OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2. Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Juli 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 11




